SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 1.2 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang :

KOTA SURAKARTA

WALI KOTA SURAKARTA,

a. bahwa insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Kota Surakarta bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan kinerja instansi
pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab,

kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif lainnya;

. bahwa berdasarkan evaluasi pendapatan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu

diubah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 125 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah,
Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

serta...



Mengingat

serta Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kota Surakarta;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 45);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahuan 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);

5. Peraturan...



MENETAPKAN :

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor S5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta
Nomor 52);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2011 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surakarta Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 41
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020
Nomor 51) diubah sebagai berikut:
(1) Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 4...



Pasal 4

(1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5%
(lima persen) dari rencana penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

(1a) Khusus untuk Insentif pajak penerangan jalan
sebesar 3% (tiga persen) dari rencana
penerimaan pajak penerangan jalan dalam
tahun anggaran berkenaan.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun
anggaran berkenaan.

(3) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf c¢ untuk setiap bulannya
dikelompokkan berdasarkan realisasi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan
paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat.

(4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pejabat
dan pegawai di kelurahan dan kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5%
(lima persen) dan untuk pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen) dari besarnya Insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara
+J elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI
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